
 
 

 

 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
NOMOR 2 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
  

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka Pemerintah 

Daerah menjamin kesejahteraan tiap masyarakatnya, 
termasuk perlindungan terhadap hak anak yang 
merupakan Hak Asasi Manusia; 

  b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda 
penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran 
strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi 

dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang 
mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi 

Manusia; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 1646); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Tahun Nomor 4439); 
 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4720); 
 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejateraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967); 
 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi 

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4968); 

 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 
 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5332);  
 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 

 

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 44); 

 

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Perlindungan Anak; 

 

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota 
layak anak; 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
dan  

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

 
 

MEMUTUSKAN:  
 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERLINDUNGAN ANAK. 
 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  



2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Meranti. 

6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang 
selanjutnya disingkat BPPKB adalah badan yang menangani urusan 
dibidang penyelenggaraan perlindungan anak. 

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

8. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang 
ditujukan untuk mencegah, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran 

terhadap anak. 
9. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi 

sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.  
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.  
11. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima 

oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan 
rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam 
tumbuh kembangnya.  

12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, 

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum.  

13. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perubahan melibatkan anak 
dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang 

atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang 
lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, 
termasuk bila didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan 

kesempatan anak memperoleh haknya. 
14. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, 

termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan 

dampak buruk terhadap kesejahteraan, martabat dan perkembangan anak. 
15. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan 

kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga 
mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk 
membiarkan anak dalam situasi bahaya. 

16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme 
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang 
dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan 

penelantaran terhadap anak. 
17. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya 

yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai 
bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. 

18. Penanganan adalah tindakan yanga meliputi identifikasi, penyelamatan, 

rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak 
kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran. 

  



19. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan 

pengasuhan diluar pengasuhan orang tua. Pengasuhan diluar pengasuhan 
orang tua terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orangtua 

angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau 
panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya. 

20. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan 

pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelanggaraan 
Perlindungan Anak. 

21. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, 
pemerintah, dan pemerintah daerah.  

22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu 
tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.  

23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami 

istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 

sampai dengan derajat ketiga.  
24. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 

kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.  

25. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.  

26. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan 
fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat 

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 
efektif berdasarkan kesamaan hak.  

27. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan 

luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas 
pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.  

28. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak 

tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan 
putusan atau penetapan pengadilan.  

29. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk 
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan 
karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu 

menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.  
30. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, 

memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak 

sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, 
bakat, serta minatnya.  

31. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional 
dalam bidangnya.  

32. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus 

Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang 
mengkoordinasikan kebijakan , program, dan kegiatan untuk mewujudkan 
KLA. 

33. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten 
yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui 

pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan 
dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam 
kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak. 

 
 

 
 



BAB II 

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
 

Bagian Kesatu 
Asas 

 

Pasal 2 
 

Penyelenggaraan Perlindungan anak berasaskan pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Hak Anak meliputi : 
a. non diskriminasi; 

b. untuk kepentingan terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak; dan 
d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat 

kematangannya. 
 

Bagian Kedua 
Tujuan 

 

Pasal 3 
 

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan 
hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan 
penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. 

 
Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

 
Pasal 4 

 
Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi: 
a. Pencegahan; 

b. Pengurangan Resiko; 
c. Penanganan; dan  

d. Sistem Informasi Data Anak. 
 
 

BAB III 
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT,  

KELUARGA DAN ORANG TUA ATAU WALI 

 
Pasal 5 

 
(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak 

meliputi: 

a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, 
menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana 
pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd). 

b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi 
korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran 

anak; 
c. mendorong tanggungjawab orangtua masyarakat lembaga pendidikan, 

dan organisasi kemasyarakatan; 

d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani 
terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan 

penelantaran anak; 
 



e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga dilingkungan pemerintah 

daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko 
kerentanan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, dan 

perlakuan.  
f. menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pembinaan, 

pengawasan, dan evaluasi; 

g. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati 
pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 

jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan 
kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;  

h. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat huruf (g), Pemerintah Daerah 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan 
mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan 

Anak di daerah;  
i. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dapat diwujudkan 

melalui upaya daerah membangun kabupaten layak Anak; 
j. Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang 

Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab 
terhadap Anak.  

 
(2) Kewajiban Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak 

meliputi: 

a. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi 
korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran 
anak; 

b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani 
terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan 

penelantaran anak; 
c. mengoptimalkan peran dan fungsi masyarakat terkait untuk melakukan 

pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak 

kekerasan eksploitasi, dan perlakuan.  
 

(3) Kewajiban Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak meliputi: 
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;  

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya;  

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;  

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 
pada Anak; dan  

e. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, 
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 
tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dapat beralih kepada Keluarga, yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

 
BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK 
 

Bagian Kesatu 

Hak Anak 
 

 
 



Pasal 6 

 
Hak-hak anak meliputi : 

a. setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 
dan bakat. 

b. setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari 
kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.  
c. setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 

dalam kegiatan politik, tindakan penangkapan sewenang-wenang, 

perampasan kebebasan, perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak 
manusiawi, siksaan fisik dan non fisik, penculikan, penjualan dan 
perdagangan atau trafiking, eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, 

eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan, eksploitasi sebagai pekerja  
anak, eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat  terpencil, 

dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum  layak untuk 
dilihat anak, khusus, dalam situasi genting/darurat, diutamakan dalam 
situasi sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur, diutamakan dalam 

situasi jika mengalami konflik hukum, diutamakan dalam situasi konflik 
bersenjata atau konflik social, pelibatan dalam sengketa bersenjata, 

pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang 
mengandung unsur Kekerasan,pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan 
seksual.  

d. setiap anak mempunyai hak khusus untuk bermain, berkreasi, 
berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas  
beribadat menurut agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup 

dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh  dan berkembang; dan 
e. setiap anak juga mempuyai Hak anak untuk mendapatkan nama, 

identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan 
paling tinggi, standar hidup yang layak.  

f. selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a 

dan huruf b, Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan 
luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan 

pendidikan khusus.  
g. setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika 

ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir.  

h. dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Anak 

tetap berhak: 
1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua 

orangtuanya;  
2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya 

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;  
3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya; dan  
4. memperoleh Hak Anak lainnya.  

 
Bagian Kedua 

Kewajiban Anak 
 

Pasal 7 

 
Setiap Anak berkewajiban untuk: 

a. menghormati orang tua, wali dan guru; 
b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; 



c. mencintai tanah air, Bangsa dan Negara; 

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 

 
 

BAB V 

INDENTITAS ANAK DAN AKTA KELAHIRAN ANAK 
 

Pasal 8 
 

(1) Identitas Anak : 

a. identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya;  
b. identitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam akta 

kelahiran; 

c. pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang 
yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; dan 

d. dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan 
orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran 
untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang 

menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.  
 

(2) Akta Kelahiran Anak : 
a. pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi 

kependudukan;  
b. pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat 

kelurahan/desa;  

c. akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua 

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak 

dikenai biaya;  

e. ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran 
sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
 

BAB VI 
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

Bagian Kesatu 
Pencegahan  

 
Pasal 9 

 

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah 
setiap anak. 
 

Pasal 10 
 

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: 

a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang: 
1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan 

data masalah perlindungan anak; 
2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban 

kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; 



3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, 

perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas: 
a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan; 

b) kelangsungan layanan pendidikan; 
c) layanan sosial dan psikologis; 
d) akta kelahiran; dan 

e) layanan bantuan hukum. 
4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi: 

a) konseling; 
b) pendidikan pengasuhan anak; 
c) mediasi keluarga; dan 

d) dukungan ekonomi. 
5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak; 

b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosial, edukasi, dan 
informasi mengenai: 

1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; 
2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan 

penelantaran anak. 

c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi 
pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan; 

d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 meliputi: 
1. tenaga penyedia layanan kesehatan; 
2. tenaga penyedia layanan pendidikan; 

3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis; 
4. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan 
5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum. 

e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari 
situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, 

perlakuan salah, dan penelantaran. 
 

Bagian Kedua 

Pengurangan Resiko 
 

Pasal 11 
 

Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, 
perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. 
 

Pasal 12 
 

Pengurangan resiko meliputi: 
a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan melalui: 

1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, 

perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan 
2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat 

mengurangi kerentanan. 

b. Pengurangan resiko dilingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak 
dalam situasi rentan, meliputi: 

1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak 
dalam situasi rentan; 

2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan 

melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan 
pemulihan relasi dan keluarga; 



3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan 

ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan; 
4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak HIV/AIDS dan 

anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan; 
5. menyediakan dan memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi 

anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah 

dan penelantaran; dan  
6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga 

pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga. 

c. pengurangan resiko dilingkungan pendidikan dengan: 
1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan 

yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan 
penelantaran terhadap anak; dan 

2. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga 

pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak. 

d. pengurangan resiko dimasyarakat: 

1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi 
kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap 
anak;  

2. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, 
aparat kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pengurangan 

resiko; 
3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam 

menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui 

pendekatan keadilan restoratif; 
4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat 

hiburan, dan rumah tangga yang memperkerjakan anak. 

5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan 
aparat terkait lainya yang terlibat dalam penanganan anak yang 

hidup/bekerja dijalanan atau anak korban eksploitasi dan seksual 
sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak; 

6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, 

eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan; 
7. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga 

masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan 
perlindungan anak; dan  

8. melibatkan organisasi anak disetiap kecamatan/kelurahan untuk ikut 

melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah 
dan penelantaran pada kelompok rentan. 

 

Bagian Ketiga 
Penanganan  

 
Pasal 13 

 

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah: 
a. anak diluar asuhan orangtua; 
b. anak dalam situasi darurat akibat bencana; 

c. anak yang berkonflik dengan hukum; 
d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental; 

e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
f. anak yang hidup/bekerja dijalan; 
g. anak korban eksploitasi seksual; 

h. pekerja rumah tangga anak; 
i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; 



j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan 
k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat 

pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, 
atau moral anak. 

 

Pasal 14 
 

Penanganan meliputi: 
a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan; 
b. tindakan penyelamatan; 

c. penempatan anak dirumah perlindungan sementara; 
d. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan 

psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan 

e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi. 
 

Pasal 15 
 

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, 

eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran harus dilakukan dengan segera. 
 

Pasal 16 
 

Ketentuan mengenai tata cara penanganan sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 13 dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 17 

 
(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh SKPD 

terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban 
kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam layanan 
terpadu. 

 
(2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh BPPKB atau nama 

lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
(3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Keempat 

Sistem Informasi Data Anak 
 

Pasal 18 
 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk 

kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak. 
 

(2) Data perlindungan anak, meliputi: 

a. anak diluar asuhan orang tua; 
b. anak dalam situasi darurat akibat bencana; 

c. anak yang berkonflik dengan hukum; 
d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental; 
e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 

f. anak yang hidup/bekerja dijalan; 
g. anak korban eksploitasi seksual; 

h. pekerja rumah tangga anak; 
i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; 



j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); 
k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat 

pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, 
keselamatan, atau moral anak. 
 

(3) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang 

menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan 
penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang 
membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan 

perlindungan anak. 
 
 

BAB VII 
PARTISIPASI ANAK 

 
Pasal 19 

 

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaran perlindungan anak 
dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui: 

a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk telibat dalam kegiatan 
pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan; 

b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara 

perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan 
kemampuan partisipasi anak; dan 

c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi 

melalui organisasi anak. 
 

Pasal 20 
 

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak 

diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati. 
 

 
BAB VIII  

KABUPATEN LAYAK ANAK 

 
Pasal 21 

 

(1) Bupati Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

 
(2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas pokok:  

a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan 
kabupaten layak anak; 

b. menetapkan tugas-tugas dari anggota gugus tugas; 

c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi 
kebijakan kabupaten layak anak; 

d. mengumpulkan data dasar; 
e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; 
f. melakukan deseminasi data dasar; 

g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan 
kabupaten layak anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah; 

h. menyusun rencana aksi daerah kabupaten layak anak 5 (lima) tahunan 
dan mekanisme kerja; dan 



i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 

(satu) tahun sekali. 
 

(3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati. 
 

Pasal 22 
 

(1) Untuk membentuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten 
Layak Anak dibentuk Sekretariat. 
 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan 
dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak 
Anak. 

 
(3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di Kantor 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. 
 
(4) Pembentukan Sekretariat dan Penunjukan Personil Sekretariat Gugus 

Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan oleh Bupati. 
 

 
BAB IX 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 
Pasal 23 

 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan 
resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan 

salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga. 
 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 

dengan : 
a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi  kerentanan 

dan kekerasan yang diketahuinya; 
b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan 

resiko; 

c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban; 
d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang 

penanganan kasus kekerasan eksploitasi, perlakukan salah dan 

penelantaran anak; 
e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi 

sosial. 
 

Pasal 24 

 
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat 
dilakukan oleh: 

a. perseorangan; 
b. keluarga; 

c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan; 
d. lembaga swadaya masyarakat; 
e. organisasi profesi; dan 

f. badan usaha. 
 

 
 



BAB X 

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI 
 

Pasal 25 
 

(1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan perlindungan anak. 
 

(2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimna 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPKB atau nama lain sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 26 

 

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh 
Pusat Pelayanan Terpadu dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh 

Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 27 

 
(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah 

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Daerah lain, dan Lembaga Lainnya. 
 

(2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 
Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan. 

 

(3) Koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga 
Lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, 

fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan.  
 

 
BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 28 

 
(1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan hak dasar 

anak dilakukan oleh Bupati. 

 
(2) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan atau Organisasi 
Kemasyarakatan yang menyelenggarakan perlindungan hak dasar anak. 

 

(3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat 
berupa: 
a. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen 

kelompok sosial budaya anak; 
b. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan 

kesehatan reproduksi remaja; dan/atau  
c. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun 

kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan 

upaya perlindungan anak dengan baik. 
 



(4) Pembinaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan 

memperhatikan dan/atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB XII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 29 
 

(1) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan penghormatan, pemenuhan, 

perlindungan dan penjaminan terwujudnya hak dasar anak bersumber 
dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  

b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

 
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada 

organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan atau lembaga 

swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan perlindungan hak dasar 
anak. 

 
(3) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sesuai 

dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

BAB XIII 
KEMAMPUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal 30 

 

(1) Penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh 
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk. 

 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya 

tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; 
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenalan diri 

tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari 

penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui 

penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, 
tersangka atau keluarganya; dan 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  
 

 
 



BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA  
 

Pasal 31 
 

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan hak dasar 

anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
 

BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 32 

 
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas Kabupaten Layak 

Anak yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa 
berlakunya berakhir. 
 

Pasal 33 
 

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling 

lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 
 
 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 34 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 
 

Ditetapkan di Selatpanjang 
pada tanggal 01 Februari 2016  
  

Pj. BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
     

                         ttd 
 
         EDY KUSDARWANTO 

 

Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 01 Februari 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 
      ttd 

 
IQARUDDIN  

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2016 
NOMOR 2 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI 
RIAU : (12.06.C/2016) 



PENJELASAN 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
NOMOR 2 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  
 

I. UMUM 

 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian 

juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang 
memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sipat khusus yang 

diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara 
dimasa depan. Mengimgat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi 
dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua 

pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar 
dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan 

merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk 
itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan 
berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, social dan akhlak yang 

mulia. 
 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

maupun Konvensi PBB tentang hak-hak anak, hak asasi anak merupakan 
bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu, dari sisi kehidupan berbangsa 

dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan 

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. hal ini ditegaskan 
pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan 
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 

 
Pada kenyataannya di Kabupaten Kepulauan Meranti masih terdapat 

banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan 

ekspoitasi seperti: anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada 
industri, dan dilacurkan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat 

kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya 
serta pengembangan kreativitas dan kebahagiaan pada usia anak seperti: anak 
korban tindak kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban sosial, 

anak korban traficking, anak dan anak-anak lain yang kurang beruntung. 
Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta 

sanksi terhadap pelaku pelaku maupun pihak pihak yang akan merusak dan 
merampas hak hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak 

khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti bukan hanya jumlah yang 
banyak akan tetapi memilki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 
kompotitif dan produktif. 

 
 

Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih 
mengimplementasikan hak dasar anak serta perlindungannya sehingga dapat 



dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik 

unsur pemerintahan, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain 
yang terkait dengan masalah anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini 

akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan 
perundang undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan 
permasalahan anak. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
 Pasal 1  

 Cukup jelas 
Pasal 2  

 Cukup jelas 

Pasal 3  
 Cukup jelas  

Pasal 4 
 Cukup jelas 

Pasal 5 

 Cukup jelas 
Pasal 6  

 Cukup jelas 
Pasal7  

 Cukup jelas 

Pasal 8  
 Cukup jelas 

Pasal 9 

 Cukup jelas 
Pasal 10 

 Cukup jelas 
Pasal 11  

 Cukup jelas 

Pasal 12  
 Cukup jelas 

Pasal 13 
 Cukup jelas 

Pasal 14 

 Cukup jelas 
Pasal 15  

 Cukup jelas 

Pasal 16  
 Cukup jelas 

Pasal 17  
 Cukup jelas 

Pasal 18  

 Cukup jelas 
Pasal 19  

 Cukup jelas 

Pasal 20 
 Cukup jelas 

Pasal 21  
 Cukup jelas 

Pasal 22  

 Cukup jelas 
 

Pasal 23 
 Cukup jelas 



Pasal 24  

 Cukup jelas 
Pasal 25  

 Cukup jelas 
Pasal 26  

 Cukup jelas 

Pasal 27  
 Cukup jelas 

Pasal 28  
 Cukup jelas 

Pasal 29  

 Cukup jelas 
Pasal 30  

 Cukup jelas 

Pasal 31 
 Cukup jelas 

Pasal 32  
 Cukup jelas 

Pasal 33 

 Cukup jelas 
Pasal 34 

 Cukup jelas 
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